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ABSTRAK 

Lebe merupakan seseorang yang dipercaya masyarakat untuk 

mendampingi proses pencatatan perkawinan di tingkat desa. Terbitnya Keputusan 

Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 menghentikan kedudukan Lebe 

sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), kecuali pada daerah dengan 

tipologi D1 dan D2. Berdasarkan peraturan tersebut, calon pengantin diharapkan 

mendaftarkan secara langsung kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan tanpa perantara. Namun, masyarakat Desa Kluwut tetap 

mempertahankan posisi Lebe karena faktor kepercayaan, adat istiadat, serta 

kemudahan akses selama proses pencatatan perkawinan. Selain itu, tingginya 

angka peristiwa perkawinan di Kecamatan Bulakamba menjadikan KUA tetap 

melakukan koordinasi dengan Lebe untuk memudahkan pengaturan jadwal 

peristiwa perkawinan. Kedudukan dan peran Lebe yang tidak lagi memiliki 

jabatan formal dirasa perlu untuk dikaji ulang menggunakan perspektif 

fungsionalisme struktural dengan melihat bagaimana struktur masyarakat dapat 

memengaruhi implementasi hukum pencatatan perkawinan di Desa Kluwut. 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan sumber 

data primer yaitu wawancara langsung dengan Lebe, Perangkat Desa Kluwut, dan 

Kepala KUA Kecamatan Bulakamba. Kemudian dilengkapi dengan sumber 

sekunder yang berasal dari buku serta karya tulis yang relevan dengan pokok 

permasalahan yang hendak diteliti, yaitu berkaitan dengan perkawinan, pencatatan 

perkawinan, dan Lebe sebagai fasilitator pencatatan perkawinan, kemudian 

mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Teori 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori fungsionalisme struktural 

yang digagas oleh Emile Durkheim. 

Penulis menemukan bahwa Lebe berkedudukan secara informal sebagai 

tokoh masyarakat yang dipercaya memiliki pemahaman mengenai fikih 

munakahat dan prosedur pencatatan perkawinan. Sebagai fasilitator pencatatan 

perkawinan, Lebe memiliki dua fungsi atau peran utama yaitu fungsi manifest dan 

fungsi laten. Lebe tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif dalam proses 

pencatatan perkawinan, tetapi juga berkontribusi dalam integrasi dan keteraturan 

masyarakat. Dalam menjalankan perannya, terdapat beberapa tantangan yang 

dihadapi oleh Lebe, yaitu minimnya kesadaran masyarakat, kebiasaan masyarakat, 

serta tantangan dari segi teknis. 

Kata Kunci: Lebe, Pencatatan Perkawinan, Fasilitator.  
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ABSTRACT 

Lebe is a person trusted by the community to assist during the marriage 

registration process at the village level. The issuance of the Director General of 

Islamic Community Guidance Decision Number 412 of 2022 terminated the 

position of Lebe as the Asisstant Marriage Registration Officer (P3N), except in 

region with D1 dan D2 typologies. According to this regulation, prospective 

spouses are expected to register their marriage intention directly at the District 

Religious Affairs Office (KUA) without intermediaries. However, the community 

of Kluwut Village continue to uphold the role of Lebe due to trust, customs, and 

the ease of access during the marriage registration process. Additionally, the high 

number of marriage events in Bulakamba District has led the KUA to continue 

coordinating with Lebe to facilitate the scheduling of marriage ceremonies. The 

position and role of the Lebe, which no longer holds a formal position, is deemed 

necessary to be re-examined using a structural functionalism perspective, 

considering how the community structure can influence the implementation of 

marriage registration laws in Kluwut Village. 

The type of research conducted by the author is field research with a 

juridico-empirical approach. This research uses primary data sources, namely 

direct interviews with the Lebe, the officials of Kluwut Village, and the head of 

Religious Affairs Office (KUA) of Bulakamba District. It is then complemented 

by secondary data sources derived from books and papers relevant to the subject 

matter, specifically concerning marriage, marriage registration, and the role of 

Lebe as a facilitator of marriage registration, as well as implementing regulations 

and other library materials. The theory used by the author in this research is 

structural functionalism by Emile Durkheim. 

The author found that Lebe holds an informal status as a community figure 

trusted to have an understanding of fiqh munakahat and marriage registration 

procedures. As a facilitator of marriage registration, Lebe has two main functions 

or roles: the manifest function and the latent function. Lebe not only fulfills 

administrative requirements in the marriage registration process, but also 

contributes to social integration and order within the community. In Carrying out 

these roles, Lebe faces several challenges, including low public awareness, 

customary practices, and technical difficulties. 

Keywords: Lebe, marriage registration, facilitator.  
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HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR  
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MOTTO 

 

Bukan kesulitan yang membuatmu takut.  

Tetapi ketakutan yang membuatmu sulit. 

 

You can’t be good at everything.  

But that doesn’t mean that you can’t do anything. 

-Jeon Wonwoo-  



 

 

vii 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk cinta dan sayang kepada  

kedua orang tua saya, Bapak Basir dan Mama Kenah  

yang telah membimbing, memberikan cintanya dengan tulus,  

yang senantiasa mendoakan tanpa henti,  

dan memberikan semangat serta dukungan dengan sepenuh hati. 

 

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada  

seluruh keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan,  

baik secara materiil maupun immateriil. 

Tak lupa saya persembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri  

yang tidak pernah menyerah atau mencoba untuk menyerah.  



 

 

viii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan 

tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam 

skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara 

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 |S|a S ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 }H{a’ H ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ kH Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 |Z|al Z ذ
Ze (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 }S{ad S ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 }D{ad D ض
De (dengan titik di 

bawah) 
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Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 }T{a’ T ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 }Z{a’ Z ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

  Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf Kh Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap (Syaddah) 

دةَ ٌ  Ditulis muta’addidah مُتعَدَ ِّ

دَّة ٌ  Ditulis ‘iddah عِّ

 

C. Ta’ Marbûţah di Akhir Kata 

a. Jika Ta’ dimatikan ditulis “h” 

كْمَة ٌ  Ditulis h{ikmah حِّ

لَّة ٌ  Ditulis ‘illah عِّ

 

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap 

kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, salat, dan sebagainya. 

Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.  
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b. Jika diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua terpisah, maka Ta’ ditulis 

dengan “h” 

يَاءٌِّ  كَرَامَةٌُالاوَْلِّ
Ditulis 

Kara>mah al-Auliyaa>' 

 

c. Jika ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fath{ah, kasrah, dan d{ammah 

maka dapat ditulis “t” atau “h” 

رٌِّزَكَاةٌُاتفِّْطٌْ  
Ditulis 

Za>kah al-Fit{r 

 

D. Vokal Pendek 

1.  ---ٌََ---  Fath{ah Ditulis “a” 

2.  ---ٌَِّ---  Kasrah Ditulis “i” 

3.  ---ٌَُ---  D{ammah Ditulis “u” 

 

E. Vokal Panjang 

1.  
Fath{ah + alif 

 إستحسان
ditulis 

a> 

Istihsa>n 

2.  
Fath{ah + ya’ mati 

 أنثى
ditulis 

a> 

Uns|a 

3.  
Kasrah + ya>’ mati 

 العلوانى
ditulis 

I > 

al-‘A>lwa>ni> 

4.  
D{ammah + wa>wu mati 

 علوم
ditulis 

𝑢̂ 

‘Ul𝑢̂m 

 

F. Vokal Rangkap 

1.  
Fath{ah + ya’ mati 

 غيرهم
ditulis 

ai 

Gairihim 

2.  
Fath{ah + wa>wu mati 

 قول
ditulis 

au 

Qaul 

 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof) 
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 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعد ت

 Ditulis la ‘in syakartum لإنشكرتم

 

H. Kata Sandangan Alif + Lam 

a. Jika diikuti dengan huruf Syamsiyyah maka ditulis menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf el (l) nya. 

 Ditulis ar-Risa>lah الرسالة

 ’<Ditulis an-Nisa النساء

 

b. Jika diikuti oleh huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qura>n القرآن

 Ditulis al-Qiya>s القياس

 

I. Penulisan Kata-kata pada Kalimat 

 Ditulis Ahl ar-Ra’yi أهلٌالرأي

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهلٌالسن ة

 

J. Pengecualian 

Penggunaan sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk : 

1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia 

dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia. 

2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh 

penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah. 

3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang 

menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab. 

4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-

Ma’arif, dll.  
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

 اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أل سيدنا محمد  
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berbagai pihak, maka tidak ada kata yang pantas diucapkan kecuali ucapan 

Alhamdulillah atas selesainya penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan tanda peresmian ikatan yang terjalin antara 

laki-laki dan perempuan sebagai awal dimulainya bahtera kehidupan.
1
 Ikatan 

tersebut menimbulkan status hukum baru yang di dalamnya memuat hak dan 

kewajiban. Legalitas hukum sangat dibutuhkan agar hak dan kewajiban 

tersebut dapat dilindungi serta dipertanggungjawabkan, sehingga tujuan 

perkawinan dapat tercapai, yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, 

warahmah.
2
 Salah satu faktor penting untuk menjamin hak-hak suami dan istri 

dalam kehidupan rumah tangga adalah dengan melakukan pencatatan suatu 

peristiwa perkawinan yang dapat mengakibatkan konsekuensi yuridis.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu 

perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan pada hukum 

masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3
 Konsekuensi dari 

                                                           
1
Amat Mulyoko, “Peran KUA Sebagai Fasilitator dalam Pernikahan di Kecamatan 

Tengaran,” Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies, Vol. 2:1 (2021), hlm. 35. 

2
 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 3. 

3
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2). 
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ketentuan ini adalah perkawinan harus didasarkan pada hukum agama, yaitu 

terpenuhinya segala syarat dan rukun dalam pelaksanaan akad, serta hukum 

negara yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan.
4
 Hal tersebut 

dilakukan agar pelaksanaan perkawinan memiliki dokumen pencatatan yang 

pasti berupa bukti otentik, yaitu akta nikah, serta menciptakan ketertiban 

administrasi.
5
  

Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran sentral sebagai 

lembaga yang bertanggung jawab dalam pencatatan perkawinan bagi umat 

islam.
6
 Adapun pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pencatatan 

perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada masing-masing KUA 

Kecamatan.
7
 Selama proses pencatatan perkawinan, PPN dapat dibantu oleh 

Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang diangkat oleh Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten melalui uji kompetensi. P3N bertanggung 

jawab untuk membantu Kepala KUA dalam melaksanakan tugas-tugas 

                                                           
4
 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut 

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 2-3. 

5
 Ahmad Mafaid dan Dhiauddin Tanjung, “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-

Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat,” Kabilah: Journal of Social 

Community, Vol. 9:1 (Juni 2024), hlm. 23-24. 

6
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8 

Ayat (2). 

7
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang 

Pencatatan Pernikahan, Pasal 1 Ayat (3). 
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administrasi perkawinan.
8
 Ketentuan mengenai P3N diatur dalam Keputusan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 tahun 2022. 

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa P3N hanya berlaku di wilayah tipologi 

D1 dan D2. Tipologi D1 mengacu pada KUA Kecamatan yang secara 

geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan. 

Sedangkan tipologi D2 mengacu pada KUA Kecamatan yang secara geografis 

berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.
9
  

KUA Kecamatan Bulakamba tergolong pada tipologi B, dengan 

peristiwa perkawinan sebanyak 1.385 per tahun. Dengan demikian, masa 

jabatan P3N yang sebelum peraturan ini disebut sebagai Lebe, kini 

dihilangkan kedudukan dan perannya dalam struktural KUA secara formal. 

Akibat dari keputusan ini yaitu calon pengantin harus mengurus sendiri 

pendaftaran kehendak nikah di KUA tanpa adanya perantara, serta seluruh 

proses pencatatan perkawinan kembali dipusatkan pada PPN.  

 

 

                                                           
8
 Hasbi Ash Shiddiqi dkk, “Peran Modin Sebagai Biro Jasa Administrasi Perkawinan 

Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus KUA Ledokombo Kabupaten Jember),” The Jure: 

Journal of Islamic Law, Vol. 1:2 (Juli 2024), hlm. 73-74. 

9
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, Pasal 4 Ayat (4). 
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Sumber penulis dapat dari Kepala KUA Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes.
10

 

Peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Bulakamba menempati 

urutan pertama dengan peristiwa perkawinan terbanyak di Kabupaten 

Brebes.
11

 Sedangkan pada tingkat desa, Desa Kluwut menempati urutan kedua 

                                                           
10

 Rekap data jumlah perisritiwa perkawinan tahun 2024 Penulis dapatkan dari Kepala 

KUA Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes ketika Penulis melakukan wawancara pada hari 

Senin tanggal 7 Januari 2025. 

11
 Wawancara dengan  Ahmad Wafir, Kepala KUA Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa 

Tengah, tanggal 07 Januari 2025. 
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dengan jumlah peristiwa perkawinan terbanyak di Kecamatan Bulakamba, 

yaitu mencapai 149 peristiwa per tahun. Tingginya angka perkawinan ini 

menyebabkan masyarakat Desa Kluwut masih mengandalkan jasa Lebe untuk 

membantu mendampingi dalam hal pencatatan perkawinan. Meskipun peran 

P3N telah dihilangkan secara formal, namun perannya masih melekat pada 

tokoh masyarakat yang disebut sebagai Lebe. Lebe merupakan seseorang yang 

dipercaya memiliki pemahaman mendalam terkait urusan perkawinan, 

sehingga masyarakat lebih memilih datang kepada Lebe untuk berkonsultasi.
12

 

Lebe menunjukkan bahwa peran tradisional masih memiliki pengaruh kuat 

dalam praktik perkawinan di masyarakat Desa Kluwut. 

Lebe yang tidak lagi berkedudukan sebagai P3N biasanya akan 

dialihfungsikan ke dalam bagian perangkat desa sebagai Kasi Pelayanan. Hal 

tersebut dikarenakan tugas Lebe serupa dengan tugas Kasi Pelayanan, yaitu 

meningkatkan pelestarian nilai sosial budaya dan keagamaan masyarakat. 

Namun berbeda dengan Desa Kluwut, Lebe tidak selalu berkedudukan sebagai 

Kasi Pelayanan atau pun perangkat desa lainnya. Lebe hanya sebatas tokoh 

                                                           
12

 Wawancara dengan Putri, Masyarakat Desa Kluwut, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah, 

tanggal 07 Oktober 2024. 
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masyarakat yang dipercaya masyarakat paham akan fikih munakahat dan 

prosedur pencatatan perkawinan. 

 

Gambar 1. 2 Peristiwa Perkawinan KUA Kecamatan Bulakamba 2024 

Di sisi lain, KUA Kecamatan Bulakamba tetap melakukan koordinasi 

dengan Lebe dalam hal pengaturan jadwal perkawinan di tingkat desa.
13

 Hal 

ini disebabkan oleh tingginya frekuensi peristiwa perkawinan di luar kantor, 

yang mencapai 40 per hari seringkali menimbulkan bentrok jadwal jika tidak 

diatur dengan baik. Selain itu, PPN juga menghadapi kendala dalam 

menemukan lokasi calon pengantin secara cepat, sehingga peran Lebe menjadi 

penting dalam hal memastikan kelancaran proses pencatatan perkawinan, 

                                                           
13

 Wawancara dengan Amdad, Lebe Desa Kluwut, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah, 

tanggal 17 Januari 2025. 
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terutama dalam membantu PPN mengatasi hambatan teknis dan administratif 

yang muncul. 

Lebe menjadi figur yang diandalkan dalam proses yang berkaitan 

dengan perkawinan, rujuk, dan cerai. Selain itu, Lebe juga berperan sebagai 

fasilitator dalam melakukan permohonan dispensasi nikah dan permohonan 

wali adhal di Pengadilan Agama. Peran Lebe sebagai fasilitator pencatatan 

perkawinan masih tetap eksis meskipun secara normatif tidak lagi diatur 

dalam regulasi yang berlaku. Keberadaan Lebe sebagai fasilitator pencatatan 

perkawinan merupakan adat istiadat yang sudah melekat pada masyarakat, 

sehingga sulit untuk dihilangkan perannya. Selain faktor budaya, masyarakat 

cenderung memilih memanfaatkan jasa Lebe karena kemudahan akses dan 

kepercayaan yang telah terbangun secara turun-temurun.
14

  

Berdasarkan pada uraian yang disampaikan di atas, penulis 

menemukan adanya gap dan kesenjangan antara peraturan hukum yang 

bersifat umum atau kenyataan normatif, dengan fakta hukum yang senyatanya 

terjadi dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “KEDUDUKAN DAN PERAN 

                                                           
14

 Wawancara dengan Dewi, masyarakat Desa Kluwut, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah, 

tanggal 6 Oktober 2024. 
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LEBE SEBAGAI FASILITATOR PENCATATAN PERKAWINAN 

(STUDI KASUS DI DESA KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA 

KABUPATEN BREBES)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka agar pelaksanaan 

penelitian dapat terarah dan lebih sistematis maka penulis merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan dan peran Lebe sebagai fasilitator pencatatan 

perkawinan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes? 

2. Apa tantangan Lebe dalam menjalankan peran sebagai fasilitator 

pencatatan perkawinan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten 

Brebes? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan dan peran Lebe sebagai 

fasilitator pencatatan perkawinan di Desa Kluwut Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes. 

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tantangan Lebe dalam 

menjalankan perannya sebagai fasilitator pencatatan perkawinan di 

Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

2. Manfaat penelitian 

a. Secara Akademis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

penulis maupun pembaca, serta bagi masyarakat dalam memahami 

kedudukan dan peran Lebe sebagai fasilitator pencatatan perkawinan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran 

untuk memperkaya khasanah keilmuan. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai rujukan pandangan baru, khususnya bagi mahasiswa Hukum 

Keluarga Islam dalam membuat karya tulis ilmiah. 

D. Telaah Pustaka 

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Pendekatan Isi 

1. Triamor 

Warinanda 

(Skripsi) 

Urgensi P3N di 

KUA 

Kecamatan 

Nagreg 

Kabupaten 

Bandung 

Yuridis 

Empiris 

Landasan hukum KUA 

Nagreg dalam mengangkat 

P3N Pasca terbitnya 

Kepdirjen BIMAS Islam 

No. 412 tahun 2022 adalah 

sebagian dari hukum adat 

dan sebagian dari 

kebijakan pemerintah. 

2. Urmawan 

Sutopo 

(Artikel 

Jurnal) 

Kedudukan 

Modin dalam 

Perspektif 

Hukum Positif 

Studi Kasus di 

Pemerintahan 

Desa Kabupaten 

Ponorogo 

Yuridis 

Normatif 

Perubahan peraturan 

terkait dengan P3N 

berimbas pada hilangnya 

jabatan modin. Namun, 

kebutuhan terhadap 

peranan modin sangat 

penting, sehingga 

keberadaannya tetap 

dipertahankan. Hanya saja 

bukan berdasarkan 

jabatannya, melainkan 

berdasarkan peran. 

3. Aisyah 

Rahmati 

Analisis Yuridis 

Terhadap 

Yuridis 

Normatif 

Modin berperan penting 

dalam membantu 
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No Penulis Judul Pendekatan Isi 

Farhan 

(Skripsi) 

Pendapat Kepala 

KUA 

Kecamatan 

Taman Kota 

Madiun 

Mengenai Peran 

Modin Sebagai 

Pembantu 

Pegawai 

Pencatat Nikah 

(P3N) 

masyarakat dan KUA 

sebagai P3N, sebagai 

jembatan antara 

masyarakat dengan KUA. 

Keputusan Dirjen BIMAS 

Islam No. 977 tahun 2018 

menjadikan peran modin 

sudah tidak berlaku lagi. 

Akan tetapi, melihat 

perannya yang sangat 

berjasa, maka modin 

berhak ditugaskan kembali 

menjadi P3N. 

4. Muhammad 

Ridho 

(Skripsi) 

Peran Amil 

Kampung 

Dalam Pencatat 

Perkawinan di 

KUA Beji Kota 

Depok 

Normatif 

Empiris 

Berdasarkan Instruksi 

Dirjen BIMAS Islam No. 

DJ. II/I tahun 2015 tugas 

dan wewenang amil sudah 

dilimpahkan kembali 

kepada pihak KUA, maka 

tidak ada lagi 

pengangkatan amil di 

Kecamatan Beji.Amil 

dalam hal ini hanya 

sebatas kepanjangan 

tangan KUA. 

5. Salsabila 

Romadhoni 

(Skripsi) 

Peran Modin 

Dalam 

Pengurusan 

Pelayanan 

Pernikahan di 

Kabupaten Pati 

Yuridis 

Empiris 

Peran Modin untuk 

membantu dan 

mendampingi masyarakat 

dalam mempersiapkan 

dokumen administrasi 

pernikahan. Seiring 

berjalannya waktu 

berdasarkan pada Instruksi 

Dirjen BIMAS Islam No. 

DJ. II/I modin dihapuskan 

dan tugasnya diambil alih 

oleh KUA. Hal tersebut 

karena P3N terlibat dalam 

pungutan liar biaya 

pernikahan. 
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Studi terkait Lebe atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sudah 

banyak dilakukan oleh para penulis. Beberapa penelitian menggunakan 

pendekatan yuridis normatif,
15

 dan ada juga yang menggunakan pendekatan 

yuridis empiris.
16

 Karya yang menggunakan pendekatan yuridis normatif  

membahas Lebe sebagai P3N dari sisi hukum positif dan hukum islam. 

Sedangkan karya yang menggunakan pendekatan yuridis empiris membahas 

bagaimana masyarakat mengandalkan Lebe untuk membantu mereka dalam 

hal pencatatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

empiris terkait Lebe sebagai fasilitator pencatatan perkawinan. Oleh karena itu 

menelaah karya Triamor Warinanda, Muhammad Ridho, dan Salsabila 

Romadhoni. 

Triamor Warinanda menyimpulkan bahwa status P3N pasca 

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 412 tahun 2022 tidak memiliki perubahan 

besar, yaitu tugas dan fungsinya masih menjalankan administrasi pencatatan 

pernikahan.
17

 Muhammad Ridho menyimpulkan bahwa berdasarkan Instruksi 

Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/I tahun 2015, tugas dan wewenang amil sudah 

dilimpahkan kembali kepada pihak KUA, maka tidak ada lagi pengangkatan 

                                                           
15

 Urmawan Sutopo, “Kedudukan Modin Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum 

Positif “Studi Kasus di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo,” 2022; Aisyah Rahmati Farhan, 

“Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai 

Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N),” 2019. 

16
 Triamor Warinanda, “Urgensi P3N di KUA Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung 

Pasca Terbitnya Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 412 tahun 2022 Tentang Pembantu Pencatat 

Nikah,” 2024; Muhammad Ridho, “Peran Amil Kampung Dalam Pencatatan Perkawinan di KUA 

Beji Kota Depok,” 2023; Salsabila Romadhoni, “Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan 

Pernikahan di Kabupaten Pati,” 2023. 

17
 Triamor Wrinanda, “Urgensi P3N di KUA Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung 

Pasca Terbitnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 Tentang Pembantu 

Pencatat Nikah,” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. 
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amil di kecamatan Beji. Namun, eksistensi amil kampung masih ada, akan 

tetapi statusnya tidak jelas.
18

 Sedangkan Salsabila Romadhoni menyimpulkan 

bahwa seiring berjalannya waktu, modin yang diangkat sebagai P3N 

berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/I tahun 2015 dihapuskan 

atau tidak diperpanjang dan tugasnya diambil alih oleh KUA. Instruksi 

tersebut dilakukan karena P3N terlibat dalam pungutan liar biaya 

pernikahan.
19

 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas peran Lebe 

dalam konteks umum, penelitian ini mengkaji peran Lebe secara spesifik pada 

konteks lokal, yaitu Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

Meskipun beberapa penelitian telah mengkaji peran Lebe sebagai pembantu 

pencatatan perkawinan, namun belum ada penelitian yang mengkaji sejauh 

mana peran Lebe dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait 

dengan pencatatan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan 

pandangan baru dengan menggunakan salah satu teori sosiologi hukum, yaitu 

teori fungsionalisme struktural yang digagas oleh Emile Durkheim. Penelitian 

ini tidak hanya melihat dari sisi hukum yang tertulis dan bagaimana hukum 

bekerja, tetapi juga melihat bagaimana hukum yang senyatannya di 

masyarakat, serta bagaimana struktur dalam masyarakat berperan dalam 

implementasi hukum. 

 

                                                           
18

 Muhammad Ridho, “Peran Amil Kampung Dalam Perkawinan di KUA Beji Kota 

Depok,” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. 

19
 Salsabila Romadhoni, “Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan di 

Kabupaten Pati,” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. 
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E. Kerangka Teoritik 

Teori yang akan penulis gunakan untuk mengkaji masalah-masalah 

yang akan diteliti yaitu menggunakan teori fungsionalisme struktural yang 

digagas oleh Emile Durkheim. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat 

adalah sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang 

dibedakan. Bagian-bagian dari sistem masyarakat mempunyai fungsi masing-

masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Dalam masyarakat terdapat 

berbagai sistem dan faktor yang satu sama lain memiliki peran dan fungsinya 

masing-masing.
20

 Apabila salah satu bagian masyarakat berubah, maka akan 

terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain dari masyarakat. Dapat dikatakan 

paham fungsionalisme lebih menitikberatkan perhatian kepada faktor dan 

peranan masyarakat secara makro dengan mengabaikan faktor dan peranan 

dari masing-masing individu yang terdapat di dalam masyarakat.  

Pandangan Struktural menyatakan bahwa konsep sistem sosial 

memiliki empat ciri, yaitu batas, bagian-bagian, kebutuhan, keseimbangan 

yang saling bergantung satu sama lain, dan konsep struktural. Sedangkan 

pandangan fungsional menyatakan bahwa sistem sosial harus dapat berfungsi 

dengan baik, dan saling bergantung, jika tidak maka akan merusak sistem.
21

 

Dengan demikian, teori fungsionalisme struktural menjelaskan bahwa setiap 

elemen atau institusi dalam struktur masyarakat memiliki peran untuk 

mendukung stabilitas. Anggota masyarakat terikat oleh norma-norma, nilai-

                                                           
20

 Serlika Aprita, Sosiologi Hukum,  cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 23-25. 

21
 Munir Fuady, Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum, cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011), 

hlm. 189-190. 
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nilai, dan moralitas secara umum. Jika salah satu elemen dalam struktur 

tersebut tidak menjalankan fungsinya, maka stabilitas struktur akan terganggu. 

Hal ini juga berlaku dalam struktur hukum, di mana kerusakan pada salah satu 

elemen akan mengakibatkan hukum tidak dapat berjalan. 

Masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang saling mendukung atau 

bekerja sama. Setiap bagian tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-

masing untuk menjaga keteraturan sosial. Teori ini akan digunakan penulis 

dalam menganalisis peran Lebe yang tetap penting bagi masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan dalam proses pencatatan perkawinan sebagai upaya 

dalam menjamin legalitas perkawinan yang dilangsungkan. 

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

metode sebagai berikut. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi 

lapangan dengan menggunakan informasi dari responden melalui 

instrumen pengumpulan data.
22

 Penelitian lapangan bertujuan untuk 

mengamati dan menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat secara 

langsung. Penulis akan mengambil sumber data langsung dari lokasi 

penelitian, yaitu Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

2. Sifat penelitian 

                                                           
22

 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, cet. ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 

2011), hlm. 15. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum 

yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam 

pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek 

penelitian.
23

 Dalam penelitian ini hal tersebut dilakukan dengan 

menguraikan hal-hal terkait dengan kedudukan dan peran Lebe sebagai 

fasilitator pencatatan perkawinan. 

3. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu 

pendekatan yang mengacu pada kenyataan hukum dalam pelaksanaannya. 

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis 

berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Penulis akan berhadapan 

langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian, sehingga 

banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari data 

primer dan data sekunder: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian yang berupa objek sebagai pemberi sumber informasi dan 

keterangan langsung kepada penulis. Pada penelitian ini data diperoleh 

dari Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

                                                           
23

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 

105. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan penulis melalui 

sumber-sumber pustaka, diantaranya yaitu buku, jurnal, serta sumber-

sumber yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian yang 

sedang diteliti. 

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk 

mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Adapun pada 

penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut.
24

 

a. Wawancara 

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, yaitu 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan informan.
25

 Pada 

penelitian ini wawancara akan dilakukan pada Lebe Desa Kluwut, 

perangkat desa Kluwut, Kepala KUA Kecamatan Bulakamba, dan Kasi 

Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Penulis 

menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek 

permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara 

terbuka dan terarah. 

                                                           
24

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet. ke-2 (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 90. 

25
 Burhan Bungin, Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial 

Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 111. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang 

didapatkan dari dokumen, yaitu berupa arsip-arsip, peraturan 

perundang-undangan, serta bahan bacaan berupa buku-buku, dan hasil 

penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian. 

6. Teknik analisis data 

Analisis data merupakan proses sistematis untuk menguraikan, 

menginterpretasikan, dan mengolah data untuk diambil kesimpulan. Data 

kualitatif adalah semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta  yang tidak 

dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan 

verbal (kalimat atau kata). Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis 

melalui empat proses, yaitu:
26

 

a. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Tahap awal di mana penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber. 

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka data 

diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, maupun 

kombinasi keduanya dengan menggunakan metode triangulasi.  

b. Data Reduction (Reduksi Data) 

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dengan 

memfokuskan pada data yang penting, untuk menghasilkan informasi 

yang bermakna dan menjawab tema pada suatu penelitian. Reduksi 

data dilakukan setelah proses pengumpulan data pada objek penelitian. 

                                                           
26

 Ibid., hlm. 112-113. 
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c. Data Display (Penyajian Data) 

Proses penyajian data yang berisi sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data yang 

telah dikumpulkan dan direduksi akan disajikan berupa teks yang 

bersifat naratif. Pada penelitian ini, hasil wawancara dengan Lebe Desa 

Kluwut, Perangkat Desa Kluwut, Masyarakat Desa Kluwut, Kepala 

KUA Kecamatan Bulakamba, Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Brebes, serta dokumentasi yang telah didapat akan 

dinarasikan. 

d. Interpretasi Data 

Penulis mencoba memahami arti dari temuan-temuan yang diperoleh 

dan menghubungkannya dengan teori atau konsep yang relevan. 

e. Conclusion 

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan 

kemudian dihubungkan dengan rumusan masalah dan tujuan pada 

penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dibuat agar dapat mempermudah dalam 

memahami penulisan dalam skripsi ini. Penelitian ini berisi lima bab yang 

mempunyai relevansi satu sama lain sebagai berikut. 

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang diawali dengan latar belakang 

masalah yang melandasi pemilihan judul skripsi. Selanjutnya rumusan 

masalah untuk memberikan batasan pada fokus penelitian, diikuti dengan 
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tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan apa yang hendak dicapai 

serta kegunaan dari penelitian ini. Kemudian, disajikan tinjauan pustaka yang 

memuat referensi dari penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keunikan 

penelitian ini. Berikutnya, diuraikan kerangka teori yang mencakup teori dasar 

yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mendukung maksud yang ingin 

penulis sampaikan. Kemudian metode penelitian sebagai langkah-langkah 

yang ditempuh untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dari penelitian 

yang dilakukan. Terakhir adalah sistematika pembahasan yang memuat 

pembagian sub bab yang saling berkaitan, sehingga menghasilkan tulisan yang 

koheren dan mudah dipahami. 

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum sebagai pengantar untuk 

memahami pengetahuan dan menganalisis masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini. Tinjauan umum tersebut mencakup pembahasan tentang 

perkawinan yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta 

tujuan. Selanjutnya, dibahas pula mengenai pencatatan perkawinan yang 

meliputi pengertian, kedudukan, serta dasar hukum. Sebagai penjelasan lebih 

lanjut, diuraikan juga tentang fasilitator pencatatan perkawinan, Lebe, dan 

Pegawai Pembantu Pencatatan Perkawinan (P3N). 

Bab Ketiga, berisi pemahaman tentang gambaran umum Desa Kluwut 

yang meliputi kondisi demografis dan kehidupan sosial budaya masyarakat 

setempat. Selain itu, disajikan pula fakta dan data hasil penelitian yang 

berkaitan dengan kedudukan dan peran Lebe sebagai fasilitator pencatatan 

perkawinan di Desa Kluwut. Data yang disajikan pada bab ini meliputi 
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rekapitulasi laporan peristiwa perkawinan secara umum di Kecamatan 

Bulakamba, dan secara khusus di Desa Kluwut.  

Bab Keempat, berisi pembahasan tentang analisis penelitian terhadap 

beberapa aspek utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu kedudukan dan 

peran Lebe sebagai fasilitator pencatatan perkawinan di Desa Kluwut, serta 

tantangan yang dihadapi Lebe dalam menjalankan peran sebagai fasilitator 

pencatatan perkawinan. Analisis ini dilakukan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sosiologi hukum untuk 

memahami aspek yuridis dan sosial yang melingkupi peran Lebe dalam 

masyarakat.  

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi 

rangkuman dari seluruh bab yang telah dibahas, serta jawaban atas pertanyaan 

atau masalah utama yang diangkat, serta penegasan kembali terhadap hasil 

yang telah dicapai. Sedangkan saran diberikan sebagai panduan atau 

rekomendasi bagi pihak terkait dan penulis selanjutnya yang tertarik untuk 

melakukan penelitian serupa di masa mendatang.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis yang diambil dari kedudukan dan peran 

Lebe, serta tantangan Lebe dalam menjalankan peran sebagai fasilitator 

pencatatan perkawinan. Kemudian berdasar dari adanya rumusan masalah 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pergeseran kedudukan Lebe yang pada mulanya memiliki 

kedudukan secara formal sebagai P3N. Saat ini, Lebe hanya berkedudukan 

secara informal sebagai tokoh masyarakat. Kedudukan yang melekat pada 

Lebe menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat Desa Kluwut, yang 

didasarkan pada jasanya sebagai pendamping dalam hal pencatatan 

perkawinan. Sebagai fasilitator pencatatan perkawinan Lebe memiliki dua 

fungsi atau peran utama, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi 

manifest berupa mendampingi proses pencatatan perkawinan secara 

administratif, sedangkan fungsi laten meliputi menjaga keteraturan sosial, 

memperkuat nilai-nilai sosial dan agama, mencegah konflik, serta 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

2. Adapun tantangan Lebe dalam menjalankan peran sebagai fasilitator 

pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua faktor yaitu faktor eksternal 

dan internal. Faktor eksternal, yaitu: minimnya kesadaran masyarakat akan 

pencatatan perkawinan, serta kebudayaan dan kebiasaan masyarakat. 
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Sedangkan faktor internal yaitu kendala dari segi teknis terkait dengan 

penjadwalan peristiwa akad yang dilakukan di luar kantor. 

B. SARAN 

Berkaitan dengan kedudukan dan peran Lebe, serta tantangan Lebe 

dalam menjalankan peran sebagai fasilitator pencatatan perkawinan yang 

terdapat dalam pembahasan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah desa dan KUA diharapkan dapat menyusun SOP terkait 

dengan kewenangan Lebe dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator 

pencatatan perkawinan. Regulasi yang lebih tegas dapat membantu Lebe 

menjalankan perannya secara optimal, serta sejalan dengan aturan dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

2. Bagi Lebe diharapkan terus meningkatkan pemahaman mengenai regulasi 

pencatatan perkawinan, serta menjalankan perannya sesuai dengan norma 

hukum dan agama. Hal tersebut agar kepercayaan masyarakat terhadap 

status Lebe terjamin, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

pencatatan perkawinan. 
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